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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2010-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear 

sederhana, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi (0,076 > 0,05), nilai koefisien regresi sebesar 0,384; (2) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi (0,000 < 0,05), nilai koefisien regresi sebesar 0,640; (3) DAU tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,258 > 

0,05) dan besarnya nilai koefisien regresi adalah 0,079; (4) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan DAK terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,000 

< 0,05), besarnya nilai koefisien regresi 0,468; (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai 

adjusted R2 sebesar 0,405 dan F sig (0,000 < 0,05). 
Kata Kunci:  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to find out the Influence of Economic Growth, Regional 

Revenue, General Fund Allocation, and Specific Fund Allocation for Capital Expenditure in 

the Districts of Central Java Province in 2010-2012. Data analysis techniques applied are 

classic assumption test, simple linear regression, and multiple linear regression. The results 

of the research show that: (1) Economic Growth not significant influence on capital 

expenditures, is shown with level of significant (0,076 > 0,05) and regression coefficient 

0,384; (2) Regional Revenue has positive and significant influence on capital expenditures is 

shown with level of significant (0,000 < 0,05) and regression coefficient 0,640; (3) General 

Fund Allocation not significant influence on capital expenditures, is shown with level of 

significant (0,258 > 0,05) and regression coefficient 0,079; (4) Specific Fund Allocation has 

positive and significant influence on capital expenditures is shown with level of significant 

(0,000 < 0,05) and regression coefficient 0,468; (5) Economic Growth, Regional Revenue, 

General Fund Allocation, and Specific Fund Allocation has positive and significant impact 

simultaneously shown by adjusted R2  0,405 and F sig (0,000 < 0,05). 
Keywords: Economic Growth, Regional Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, 

Capital Expenditure. 
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PENDAHULUAN 

Lembaga pemerintahan melakukan 

berbagai bentuk pengeluaran guna 

membiayai kegiatan–kegiatan yang 

dilakukannya, hal ini tentunya harus 

diimbangi dengan melakukan berbagai 

upaya untuk memperoleh penghasilan 

guna menutup biaya-biaya tersebut. Oleh 

karena itu, perlu disusun anggaran 

pemerintah terkait dengan penentuan 

jumlah alokasi dana untuk setiap kegiatan 

atau aktivitas yang akan dilakukan. 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 

2004, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan yang luas dalam menentukan 

alokasi sumber daya ke dalam belanja 

modal. Pemerintah daerah menggunakan 

alokasi belanja modal dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

untuk menambah aset tetap. Alokasi 

belanja modal ini didasarkan pada 

kebutuhan daerah akan sarana dan 

prasarana, seperti untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas pemerintah maupun 

untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah sebaiknya mengubah 

komposisi belanjanya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

(Darwanto, 2007). Pemanfaatan belanja 

hendaknya dialokasikan untuk hal-hal 

produktif, misalnya untuk melakukan 

aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). 

Namun, peningkatan belanja daerah lebih 

banyak digunakan untuk membiayai 

belanja rutin yang relatif kurang 

produktif. 

Menurut Boediono (1985), 

pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output  perkapita  dalam  jangka  

panjang. Kenaikan output bisa diukur 

dengan pertambahan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB 

merupakan penjumlahan nilai output 

bersih perekonomian yang ditimbulkan 

oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu 

wilayah tertentu (provinsi dan 

kabupaten/kota) dan dalam satu kurun 

waktu tertentu (satu tahun kalender). 

Pertumbuhan ekonomi yang positif 

memberikan keuntungan bagi 

perkembangan atau kemajuan di segala 

bidang kegiatan ekonomi, terutama 

pembangunan. Namun, kenyataan yang 

terjadi pada pemerintah daerah saat ini 

adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi 

tidak diikuti dengan peningkatan belanja 

modal.  

PAD merupakan sumber 

penerimaan yang signifikan bagi 

pembiayaan rutin dan pembangunan di 

suatu daerah otonom (Riduansyah, 2003). 

Peningkatan PAD diharapkan bisa 

meningkatkan investasi belanja modal 

sehingga dapat memperbaiki kualitas 

pelayanan publik. Namun, pemerintah 

daerah masih menghadapi banyak 

masalah terkait dengan upaya 

meningkatkan penerimaan daerah, 
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misalnya keterbatasan sarana dan 

prasarana yang tidak mendukung investasi 

menimbulkan pertanyaan tentang 

pengaruh PAD terhadap belanja modal, 

yaitu mengenai PAD yang rendah atau 

alokasi yang kurang tepat (Mardiasmo, 

2002). 

Di samping Pendapatan Asli 

Daerah, pemerintah daerah juga 

mempunyai dana perimbangan yang 

salah satunya memberikan masukan 

terbesar, yaitu Dana Alokasi Umum 

(Harianto dan Adi, 2007). Dana Alokasi 

Umum suatu daerah ditentukan atas 

besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) 

suatu daerah, yang merupakan selisih 

antara kebutuhan daerah (fiscal need) 

dan potensi daerah (fiscal capacity). 

Alokasi Dana Umum bagi daerah dengan 

potensi fiskal yang besar tetapi 

kebutuhan fiskal yang kecil akan 

memperoleh Dana Alokasi Umum relatif 

kecil. Hal ini menyebabkan 

ketidakseimbangan fiskal dan besarnya 

kebutuhan pendanaan daerah sehingga 

dalam beberapa tahun berjalan proporsi 

untuk Dana Alokasi Umum masih besar.  

Dana Alokasi Khusus berperan 

mengurangi biaya kegiatan–kegiatan 

khusus di daerah tertentu yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional, khususnya 

untuk membiayai kebutuhan sarana dan 

prasarana pelayanan dasar masyarakat 

yang belum mencapai standar atau untuk 

mendorong percepatan pembangunan 

daerah.  Selain pertumbuhan ekonomi, 

PAD, dan DAU, DAK juga memiliki 

pengaruh terhadap anggaran belanja 

modal karena DAK cenderung  akan  

menambah aset tetap yang dimiliki 

pemerintah guna meningkatkan 

pelayanan publik (Situngkir, 2009). 

Provinsi Jawa Tengah merupakan 

salah satu provinsi di Indonesia dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

cenderung mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) selama periode 

2005-2009 terjadi peningkatan jumlah 

belanja daerah di kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Tengah. Namun pada 

kenyataanya sebagian besar peningkatan 

belanja daerah lebih banyak dialokasikan 

untuk membiayai hal  yang relatif kurang 

produktif, misalnya belanja rutin. 

Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Alokasi Khusus merupakan empat 

variabel yang berhubungan dengan 

belanja modal suatu daerah. Berikut 

adalah data keempat unsur tersebut di 

Provinsi Jawa Tengah:  

1. Menurut data dari Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan pada 

tahun 2006-2008 peningkatan 

pertumbuhan ekonomi tidak diikuti 

dengan peningkatan belanja modal. Hal 
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ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah 

belanja modal dibandingkan dengan 

jumlah belanja pegawai yang terdapat 

dalam struktur APBD di Jawa Tengah 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Belanja Modal dan 

Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2008 

(Dalam Rp Juta) 

 
Tahu

n 

Belanja 

Modal 

Belanja 

Pegawai 

% 

Belan

ja 
Moda

l 

% 

Belanj

a 
Pega

wai 

2006 2.976.591,

97 

10.538.212,

76 

16,27

% 

56,75% 

2007 4.617.336 12.779.752 20,09

% 

55,60% 

2008 4.980.625 15.932.038 18,10

% 

67,91% 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (diolah) 

 

2. Data yang diperoleh dari 

Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan menunjukkan pada tahun 2004-

2006 proporsi PAD pada Kabupaten dan 

Kota di Jawa Tengah rata-rata hanya 

mampu membiayai belanja modal sebesar 

11,37%. 

3. Data dari Direktorat Jenderal 

Keuangan tahun 2004-2006 

menunjukkan jumlah Dana Alokasi 

Umum pada Kabupaten dan Kota di 

Jawa Tengah memberikan kontribusi 

yang besar pada belanja modal yaitu 

sebesar 79,93%. 

4. Data dari Direktorat Jenderal 

Keuangan tahun 2004-2006 

menunjukkan jumlah Dana Alokasi 

Khusus pada Kabupaten dan Kota di 

Jawa Tengah memberikan kontribusi 

pada belanja modal sebesar 2,93%. 

Dari data diatas dapat disimpulkan 

bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah tidak diikuti dengan 

kenaikan belanja modal dilihat dari 

prosentase rata-rata belanja modal sebesar 

18,15% lebih kecil dari belanja pegawai 

yang lebih besar yaitu 60,08% pada tabel 

1, begitu pula dengan proporsi PAD pada 

tahun 2004-2006 yang belum bisa 

dimanfaatkan secara maksimal, sehingga 

terjadi transfer yang cukup meningkat 

dalam APBN  dari  pemerintah  pusat  ke  

pemerintah  daerah berupa DAU dan 

DAK. Pemerintah daerah  dapat 

menggunakan dana ini untuk memberi 

pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat atau untuk keperluan lain 

yang kurang penting (Darwanto, 2007). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis akan melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus 

Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten 

dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2010-2012”. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kausal komparatif 

karena tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyelidiki kemungkinan 

hubungan sebab akibat yang berdasar 

pada pengamatan terhadap akibat yang 

ada dan mencari kembali faktor yang 

mungkin menjadi penyebab melalui data 

tertentu. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Ruang lingkup penelitian ini 

memusatkan pada pembahasan mengenai 

pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus 

terhadap belanja modal di Provinsi Jawa 

Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada bulan Maret-Juni 2014. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan seluruh 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2010-2012. Sampel dalam 

penelitian ini adalah jumlah keseluruhan 

populasi yang ada yaitu seluruh kabupaten 

dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik 

pengambilan sampel adalah sensus. 

 

 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah belanja modal. Menurut Nurlan 

Darise (2008) Belanja modal digunakan 

untuk pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembelian/ pengadaan atau 

pembangunan aset tetap ber-wujud yang 

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintahan, seperti dalam 

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, 

dan aset tetap lainnya.  

Variabel Independen (X) 

1) Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Menurut Boediono (1985), 

pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output perkapita  dalam  jangka  

panjang. Kenaikan output disini bisa 

diukur dengan pertambahan PDRB. 

PDRB merupakan penjumlahan nilai 

output bersih perekonomian yang 

ditimbulkan oleh seluruh ke-giatan 

ekonomi di suatu wilayah tertentu 

(provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam 

satu kurun waktu ter-tentu (satu tahun 

kelender). 

2) Pendapatan Asli Daerah (X2) 

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004, 

salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak 

daerah, hasil retribusi daerah, hasil 



6 Jurnal Profita Edisi 4 Tahun 2017 

 

pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  

3) Dana Alokasi Umum (X3) 

DAU merupakan dana yang ber-

sumber dari APBN yang di alokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan 

ke-uangan antar daerah guna membiayai 

kebutuhan pengeluarannya dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi.  

4) Dana Alokasi Khusus (X4) 

DAK merupakan dana yang 

digunakan khusus untuk membiayai 

investasi pengadaan dan atau perbaikan 

prasarana dan sarana fisik dengan umur 

ekonomis yang panjang.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Data diperoleh dari sumber data sekunder. 

Sumber data dokumen diperoleh dari situs 

Dirjen Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Daerah melalui website 

www.djpk.depkeu.go.id, untuk tahun 

2010-2012. Data yang diperoleh berupa 

data mengenai jumlah realisasi belanja 

modal, PAD, DAU, dan DAK. Data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

per kapita diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 

 

 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan 

korelasi/hubungan yang terjadi di antara 

anggota–anggota dari serangkaian  

pengamatan yang tersusun dalam 

rangkaian waktu (seperti pada data runtun 

waktu atau time series data) atau yang 

tersusun dalam rangkaian ruang (seperti 

pada data silang waktu atau cross–

sectional data). Persamaan data  yang  

baik  adalah  persamaan  yang  tidak 

memiliki autokorelasi sehingga layak 

dipakai untuk prediksi. Salah satu ukuran 

menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin Watson  

(DW) dengan ketentuan: 

a) Terjadi autokorelasi positif, jika 

nilai DW di bawah -2 (DW < -2). 

b) Tidak terjadi autokorelasi, jika 

nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau -

2 ≤ DW +2. 

c) Terjadi autokorelasi negatif jika 

nilai DW di atas +2 atau DW > +2. 

2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan 

untuk menunjukkan adanya hubungan 

linear di antara variabel–variabel bebas 

dalam model regresi. Persamaan regresi 

yang baik tidak memuat lebih dari satu 

adanya hubungan linear yang nyata 

diantara variabel- variabel  penjelasnya.  

  

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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3) Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda 

perlu adanya pengujian mengenai sama 

atau tidaknya varians dari residual 

observasi yang satu dengan observasi 

yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama disebut 

homoskedastisitas dan jika variansnya 

tidak sama maka disebut terjadi 

heteroskedasitas (Sunyoto, 2007). 

 

Uji Hipotesis 

Regresi Linear Sederhana  

Analisis data ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh Pertumbuhan 

Ekonomi terhadap realisasi Belanja 

Modal, pengaruh PAD terhadap realisasi 

Belanja Modal, pengaruh DAU terhadap 

realisasi Belanja Modal, dan pengaruh 

DAK terhadap realisasi Belanja Modal. 

Model persamaan yang di-gunakan dalam 

analisis regresi linier sederhana sebagai 

berikut : 

 Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen (realisasi  Belanja 

Modal) 

X :Variabel independen 

(Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan 

DAK) 

a     : Konstanta, nilai Y jika X = 0 

b :Koefisien regresi linear sederhana 

(Sugiyono, 2012: 261) 

 

a) Koefisien determinasi (r2) 

Mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. (Arfan, 2008: 249).  

b) Menguji signifikansi koefisien 

korelasi dengan uji t 

t = 
𝑟√n−2

√1−r²
 

Keterangan: 

t : Nilai t hitung 

r : Koefisien korelasi    sederhana 

n : Jumlah sampel 

  (Sugiyono, 2010: 230) 

Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai 

berikut : 

(1) Jika nilai t hitung > t tabel, 

hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu 

Pertumbuhan Ekonomi  berpengaruh 

positif ter-hadap realisasi Belanja Modal, 

PAD berpengaruh positif terhadap 

realisasi Belanja Modal, DAU 

berpengaruh positif terhadap realisasi 

Belanja Modal, dan DAK berpengaruh 

positif terhadap realisasi Belanja Modal. 

(2) Jika nilai t hitung < t tabel, 

hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

 

Regresi Linear Berganda 

Pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi berganda bertujuan untuk 

memprediksi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen 

(Sekaran, 1992). Hubungan antar variabel 
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dapat dihubungkan dengan persamaan 

berikut ini : 

Y = α + β1Pertumbuhan Ekonomi + 

β2PAD + β3DAU + β4DAK + e 

Keterangan : 

Y   = Belanja Modal  

 α   = Konstanta 

 β   = Slope atau koefisien regresi 

PE  = Diukur dengan PDRB (Produk 

Domestik  Regional Bruto)  

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

DAU= Dana Alokasi Umum  

DAK= Dana Alokasi Khusus 

E      = Error 

 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

Digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.  

b) Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya 

digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh antara semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Nilai F dihitung dalam bentuk kofisien 

determinasi sebagai berikut : 

F hitung =  ESS/(k-1) 

  RSS/(n-1) 

Keterangan : 

ESS = Explained Sum Square 

RSS  = Residual Sum Square 

N   =Jumlah sampel yang diambil 

K   = Jumlah variabel yang diambil 

Hipotesis : 

H0 : semua variabel independen secara 

simultan tidak berpengaruh  terhadap 

variabel dependen. 

H1 : semua variabel independen secara 

simultan berpengaruh ter-hadap variabel 

dependen. 

c) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh tiap-tiap variabel independen 

terhadap variabel dependennya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Data Umum 

Objek pada penelitian ini adalah 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Tengah, berjumlah 35 kabupaten dan kota. 

Setelah dilakukan pengumpulan data 

maka diketahui tidak adanya data realisasi 

APBD Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2010 

dan tidak terdapat rincian mengenai DAK 

Kabupaten Jepara untuk tahun 2012, 

sehingga agar tidak mengganggu 

pengujian dalam penelitian maka data 

APBD Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 

Jepara dikeluarkan dari objek penelitian. 

Data penelitian terkait PAD, DAU, 

DAK dan Belanja Modal berasal dari 

laporan realisasi APBD kabupaten dan 

kota di Jawa Tengah tahun 2010-2012 

yang didapat dari situs Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, dengan N 
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berjumlah 96. Data Pendapatan Domestik 

Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

Data Khusus 

Terdapat lima jenis variabel pada 

penelitian ini yaitu Pertumbuhan 

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

dan Belanja Modal. Untuk 

mendeskripsikan dan menguji pengaruh 

antara variabel bebas dan terikat, maka 

pada bagian ini akan disajikan deskripsi 

data yang telah diperoleh. Deskripsi data 

yang disajikan meliputi nilai minimal, 

maksimal, mean, dan standar deviasi. 

a. Belanja Modal 

Data sekunder yang dipakai 

merupakan data yang mengalami proses 

transformasi dengan menggunakan salah 

satu persamaan regresi yaitu Ln 

(Logaritma Natural).Variabel Belanja 

Modal (BM) mempunyai nilai minimum 

10,15 atau sama dengan 

Rp25.479.000.000,00 yang diperoleh dari 

Kabupaten Batang pada tahun 2010 dan 

nilai maksimum sebesar 12,77 atau sama 

dengan Rp351.854.000.000,00 yang 

diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 

2012. Nilai mean 11,7050, dan nilai 

standar deviasi 0,51971. 

 

 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

mempunyai nilai minimum -3,91 yang 

diperoleh dari Kabupaten Grobogan pada 

tahun 2010 serta Kabupaten Klaten tahun 

2010 dan 2011. Nilai maksimum untuk 

variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu 

-2,66 yang diperoleh dari Kabupaten 

Sragen pada tahun 2011 dan 2012, Kota 

Magelang tahun 2012 serta Kota 

Semarang pada tahun 2012. Nilai mean  

-3,0028 dan nilai standar deviasi 

0,24634. 

c. Pendapatan Asli Daerah 

Variabel PAD mempunyai nilai 

minimum sebesar 10,72 atau sama dengan 

Rp45.422.000.000,00 diperoleh dari 

Kabupaten Batang pada tahun 2010 dan 

nilai maksimum  sebesar 13,57 atau sama 

dengan Rp779.617.000.000,00 diperoleh 

dari Kota Semarang pada tahun 2012. 

Nilai mean 11,4658 dan nilai standar 

deviasi 0,46879. 

d. Dana Alokasi Umum 

Variabel DAU mempunyai nilai 

minimum 6,54 atau sama dengan 

Rp691.000.000,00 yang diperoleh dari 

Kabupaten Semarang pada tahun 2012 

dan nilai maksimum sebesar 13,87 atau 

sama dengan Rp1.057.810.000.000,00 

yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap 

pada tahun 2012. Nilai mean 13,1886 dan 

nilai standar deviasi 0,76489. 
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e. Dana Alokasi Khusus 

Variabel Dana Alokasi Khusus 

mempunyai nilai maksimum 11,69 atau 

sama dengan Rp118.902.000.000,00 yang 

diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada 

tahun 2012 dan nilai minimum sebesar 

9,62 atau sama dengan 

Rp15.047.000.000,00 yang diperoleh dari 

Kota Magelang pada tahun 2010. Nilai 

mean 10,9561 dan nilai standar deviasi 

0,43659. 

 

Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Autokorelasi 

Hasil uji autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson (DW) 1,638 

Batas Atas (dU) 1,755 

Batas Bawah (dL) 1,579 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014 

Berdasarkan hasil uji Durbin-

Watson pada tabel 5. diperoleh nilai DW 

sebesar 1,638. Dari tabel Durbin-Watson 

dengan k=4 (jumlah variabel independen) 

dan n=96 (jumlah sampel), diperoleh 

batas atas (dU) sebesar 1,755 dan batas 

bawah (dL) sebesar 1,579. Nilai DW 

berada diantara nilai dU dan dL, sehingga 

tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu 

dilakukan uji lanjutan yaitu uji Runs Test. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Runs Test 

  

Test Valuea .24 

Cases < Test Value 48 

Cases >= Test Value 48 

Total Cases 96 

Number of Runs 45 

Z -.821 

Asymp. Sig. (2-tailed) .412 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014. 
 

Tabel 6. menunjukkan nilai 

asymp.sig lebih besar dari 0,05 

(0,412>0,05) dan menunjukkan data bebas 

dari masalah autokorelasi. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

PE 0,820 1,220 

PAD 0,812 1,231 

DAU 0,880 1,136 

DAK 0,843 1,186 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014 

 

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai 

toleransi masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 0,1 dan nilai 

VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada model regresi tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

 

3) Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas pada 

penelitian ini didasarkan pada 

Scatterplots.  
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Gambar 2. Diagram heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 

2014. 

Dari gambar 2. di atas terlihat titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah sumbu Y, 

tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi ini. 

b. Pengujian Hipotesis 

Tabel 8. Rangkuman Hasil Analisis 

Regresi Linear Sederhana H1 

Perhitungan 
Sig α Koef. 

r(x1y) r2
(x1y) 

0,182 0,033 0,076 12,858 0,384 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014 

Berdasarkan tabel 8 di atas 

diperoleh nilai signifikansi lebih besar 

dari level of significant (0,076>0,05). 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,384 

sehingga dapat diartikan bahwa 

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap realisasi Belanja Modal.  

 

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis 

Regresi Linear Sederhana H2 

Perhitungan 
Sig α Koef. 

r(x1y) r2
(x1y) 

0,578 0,334 0,000 4,362 0,640 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 

2014. 

Berdasarkan tabel 9 di atas 

diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 

level of significant (0,000 < 0,05) yang 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

PAD terhadap Belanja Modal. Nilai 

koefisien korelasi r(x1y) sebesar 0,578 dan 

nilai koefisien determinasi r2
(x1y) sebesar 

0,334, dapat diartikan besarnya pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi 

Belanja Modal yaitu 33,4%.  

Besarnya nilai koefisien regresi 

Pendapatan Asli Daerah 0,640 dan 

bilangan konstantanya 4,362. Berdasarkan 

angka tersebut dapat disusun persamaan 

garis regresi satu prediktor sebagai 

berikut: 

Y = 4,362 + 0,640X2 

Dari bentuk persamaan regresi di 

atas menunjukkan bahwa jika nilai X2 

dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan maka realisasi Belanja Modal 

akan tetap sebesar 4,362. Jika nilai 

Pendapatan Asli Daerah (X2) naik satu 

satuan maka nilai Y naik sebesar 0,640 

satuan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi 

Belanja Modal. Artinya semakin tinggi 

Pendapatan Asli Daerah suatu Kabupaten 

dan Kota maka realisasi Belanja Modal  

semakin tinggi. 

  



12 Jurnal Profita Edisi 4 Tahun 2017 

 

Tabel 10. Rangkuman Hasil Analisis 

Regresi Linear Sederhana H3 

Perhitungan 
Sig α Koef. 

r(x1y) r2
(x1y) 

0,117 0,014 0,258 10,660 0,079 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014 

Berdasarkan tabel 10 di atas 

diperoleh nilai signifikansi lebih besar 

dari level of significant (0,258>0,05) dan 

besarnya nilai koefisien regresi adalah 

0,079, dapat diartikan bahwa pengaruh 

positif DAU terhadap Belanja Modal tidak 

signifikan.  

 

Tabel 11. Rangkuman Hasil Analisis 

Regresi Linear Sederhana H4 

Perhitungan 
Sig α Koef. 

r(x1y) r2
(x1y) 

0,393 0,154 0,000 6,579 0,468 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014. 

Berdasarkan tabel 11 di atas 

diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 

level of significant (0,000<0,05). Nilai 

koefisien korelasi r(x1y) sebesar 0,393 dan 

nilai koefisien determinasi r2
(x1y) sebesar 

0,154, dapat diartikan besarnya pengaruh 

DAK terhadap realisasi Belanja Modal 

yaitu 15,4%.  

Besarnya nilai koefisien regresi 

DAK 0,468 dan bilangan konstantanya 

6,579. Berdasarkan angka tersebut dapat 

disusun persamaan garis regresi satu 

prediktor sebagai berikut : 

Y = 6,579 + 0,468X4 

Dari bentuk persamaan regresi ini 

menunjukkan bahwa jika nilai X4 

dianggap konstan atau tidak mengalami 

perubahan maka realisasi Belanja Modal 

akan tetap sebesar 6,579. Jika nilai Dana 

Alokasi Khsus (X4) naik satu satuan maka 

nilai Y naik sebesar 0,468 satuan. Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan Dana Alokasi 

Khusus terhadap realisasi Belanja Modal. 

Artinya semakin tinggi Dana Alokasi 

Khusus suatu Kabupaten dan Kota  maka 

realisasi Belanja Modal  semakin tinggi. 

 

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear 

Berganda H5 

Variab

el 
Koef. 

t 

hitung 
Sig. 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

PE (X1) 0,054 0,291 
0,77

2 
0,025 

PAD 

(X2) 
0,578 5,936 

0,00

0 0,521 

DAU 

(X3) 
-0,031 -0,537 

0,59

3 
-0,045 

DAK 

(X4) 
0,393 3,835 

0,00

0 0,330 

Constant 1,338 

Adj.  R2 0,405 

F hitung 17,181 

F sig. 0,000 

Ry(x1x2x3x4

) 

0,656 

R2
y(x1x2x3x

4) 

0,430 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 

2014. 

Dari hasil perhitungan regresi linear 

berganda pada tabel 12 di atas, dapat 

diketahui hubungan antar variabel 

independen dan variabel dependen yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Belanja Modal 

= 1,338+0,054PE+0,578PAD–

0,031DAU+0,393DAK 
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Persamaan tersebut dapat diartikan : 

a) Konstanta sebesar 1,338 menyatakan 

bahwa jika tidak ada variabel 

independen dianggap konstan (X1=0, 

X2=0, X3=0, dan X4=0), maka 

Belanja Modal tiap daerah sebesar 

1,338. 

b) Pertumbuhan Ekonomi tidak 

signifikan. 

c) Koefisien Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) bertambah sebesar 0,578, 

artinya apabila terjadi perubahan 

PAD sebesar 1% akan menaikkan 

Belanja Modal sebesar 0,578 atau 

57,8%. 

d)  Dana Alokasi Umum tidak 

signifikan. 

e) Koefisien Dana Alokasi Khusus 

(DAK) bertambah sebesar 0,393, 

artinya apabila terjadi perubahan 

DAK sebesar 1% akan menambah 

Belanja Modal sebesar 0,393 atau 

39,3%. 

Koefisien determinasi yang 

digunakan dalam model analisis regresi 

berganda adalah adjusted R2. Dari hasil 

regresi diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 

0,405. Hal ini menunjukkan bahwa 40,5% 

variasi dari variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dan 

sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar model. 

Pada penelitian ini diperoleh nilai F 

signifikan yang lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (0,000<0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen 

yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada  kabupaten dan kota 

di Provinsi Jawa Tengah. 

Selanjutnya dilakukan uji t untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. Tabel 12 menunjukkan variabel 

independen yang mempengaruhi variabel 

dependen pada tingkat kepercayaan 95% 

adalah variabel Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan 

variabel independen Pertumbuhan 

Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Belanja 

Modal. Pada kolom standardized 

coefficient di tabel 12 diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel Pendapatan 

Asli Daerah dan DAK dengan nilai 

koefisien 0,521 dan 0,330 mempunyai 

pengaruh besar terhadap Belanja Modal. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Belanja Modal 

Hasil pengujian statistik 

menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal (sig>0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan 
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Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap Belanja Modal.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Darwanto 

(2007) yang menyebutkan bahwa variabel 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki 

korelasi positif namun tidak signifikan 

terhadap variabel Belanja Modal. Hasil 

dari penelitian Darwanto (2007) 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan 

ekonomi tidak memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap Belanja Modal. 

Hasil dari hipotesis pertama ditolak 

dimungkinkan karena Pertumbuhan 

Ekonomi tidak dipertimbangkan sebagai 

acuan utama dalam penyusunan Belanja 

Modal. Hal ini dikarenakan pemerintah 

daerah mengalokasikan anggaran belanja 

modal didasarkan pada kebutuhan daerah 

akan sarana dan prasarana sehingga 

perbedaan kemampuan setiap daerah 

dalam mengelola dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki menyebabkan 

belanja daerah lebih banyak digunakan 

untuk belanja rutin yang relatif kurang 

produktif. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

alokasi Belanja Modal. 

 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Belanja Modal 

PAD mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja Modal. 

Hasil ini membuktikan bahwa semakin 

tinggi Pendapatan Asli Daerah maka 

belanja modal akan semakin meningkat, 

begitu pula sebaliknya jika semakin 

rendah Pendapatan Asli Daerah maka 

Belanja Modal akan semakin rendah. 

Hasil penelitian ini juga mendukung 

hasil penelitian Darwanto (2007) yaitu 

variabel PAD memiliki korelasi positif 

dan signifikan terhadap belanja modal. 

Artinya PAD memiliki pengaruh yang 

nyata terhadap belanja modal dan 

hubungannya positif. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Umum 

terhadap Belanja Modal 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap 

Belanja Modal. Nilai koefisiensi regresi 

yang diperoleh bernilai negatif yaitu 

sebesar -0,031, dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,593.  

Hasil ini mendukung beberapa 

penelitian yang juga menunjukkan bahwa 

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh 

terhadap Belanja Modal, antara lain 

penelitian Rumahorbo (2012) dan 

Supatman (2011) yang menyatakan bahwa 

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak 

berpengaruh terhadap pengalokasian 

Belanja Modal (BM). Penelitian 

Lismawati (2013) memberikan bukti 

empiris bahwa DAU berpengaruh negatif 

terhadap Belanja Modal. Kusnandar 
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(2012) menemukan bahwa secara parsial 

DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi 

Belanja Modal.  

Namun, penelitian ini menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian 

Darwanto (2007) yang menyatakan Dana 

Alokasi Umum berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu 

pula dengan hasil yang didapat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Harianto 

dan Adi (2007) yang menyimpulkan 

adanya indikasi bahwa belanja modal 

sangat ditentukan oleh faktor DAU. 

Hasil hipotesis ketiga ditolak 

dimungkinkan karena adanya perbedaan 

tujuan pemanfaatan DAU antara 

pemerintah pusat dan daerah. DAU 

bersifat “Block Grant”, memungkinkan 

daerah  menggunakan sesuai dengan 

prioritas dan kebutuhan daerah untuk 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka otonomi daerah. Hasil 

penelitian ini mengindikasikan bahwa 

DAU yang dalam proporsi penerimaan 

daerah merupakan sumber pendapatan 

paling besar hanya digunakan untuk 

pengeluaran rutin, seperti untuk belanja 

pegawai. Hal ini menjelaskan bahwa Dana 

Alokasi Umum yang selama ini diterima 

daerah tidak banyak digunakan untuk 

pembangunan daerah melalui alokasi 

Belanja Modal. 

 

Pengaruh Dana Alokasi Khusus 

terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan, hipotesis keempat yang 

menyatakan “Dana Alokasi Khusus 

berpengaruh positif terhadap realisasi 

Belanja Modal” terbukti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap realisasi Belanja Modal. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin tinggi DAK 

maka Belanja Modal akan semakin 

meningkat, begitu pula sebaliknya 

semakin rendah DAK maka Belanja 

Modal akan semakin rendah. 

Dana perimbangan merupakan 

perwujudan hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan daerah. Salah 

satu dana perimbangan adalah Dana 

Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus 

berperan mengurangi biaya kegiatan-

kegiatan khusus di daerah tertentu yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. Dana Alokasi 

Khusus ditujukan khusus untuk daerah 

khusus yang terpilih untuk tujuan khusus 

(Kuncoro, 2004). Hal ini dikarenakan 

DAK cenderung akan menambah aset 

tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna 

meningkatkan pelayanan publik 

(Situngkir, 2009). 

Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa 
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Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

signifikan terhadap anggaran belanja 

modal hal ini disebabkan DAK hanya 

digunakan untuk kepentingan khusus saja. 

Hal ini sesuai dengan data bahwa DAK 

hanya dialokasikan untuk Dana Reboisasi 

(DR) (www.depkeu.djpk.go.id), yang me-

rupakan bagian 40% dari total penerimaan 

DR. Sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 

2004, sejak tahun 2006 DAK DR yang 

sebelumnya merupakan bagian dari DAK 

dikelompokkan ke dalam Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Kehutanan.  

Pada tahun 2004, DAK Non-DR 

dialokasikan untuk infrastruktur air bersih 

serta bidang kelautan dan perikanan, dan 

pada tahun 2005 terdapat penambahan 

bidang, yaitu pertanian. Selanjutnya, pada 

tahun 2006 bidang yang didanai melalui 

DAK ditambah bidang lingkungan hidup. 

Bahkan pada tahun 2008 bertambah dua 

bidang, yaitu bidang keluarga berencana 

(KB) dan bidang kehutanan. Untuk 

menunjukkan komitmen daerah dalam pe-

laksanaan DAK, daerah diwajibkan 

menganggarkan dana pendamping dalam 

APBD, sekurang-kurangnya 10% dari 

besaran alokasi DAK yang diterima. 

 

 

 

 

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus 

Secara Bersama-sama terhadap 

Belanja Modal 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi, 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap realisasi Belanja Modal. Hal 

tersebut dibuktikan dengan nilai F 

signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 

daripada nilai probabilitas yang telah 

ditentukan 0,05 atau 0,000<0,05 sehingga 

hipotesis kelima diterima. 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan 

salah satu ciri pokok dalam proses 

pembangunan. Syarat fundamental untuk 

pembangunan ekonomi adalah tingkat 

pengadaan modal pembangunan yang 

seimbang dengan pertambahan penduduk. 

Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan 

oleh pemerintah diharapkan akan memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah, biasanya 

jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah 

baik maka pemerintah daerah akan 

meningkatkan belanja modalnya dari 

tahun ke tahun guna melengkapi sarana 

prasarana dan infrastruktur, tetapi 

disesuaikan dengan kondisi dan situasi 

pada tahun anggaran. 

Daerah yang ditunjang dengan 

sarana dan prasarana akan berpengaruh 
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terhadap tingkat produktivitas 

masyarakatnya dan akan menarik investor 

untuk menanam modalnya pada daerah 

tersebut dan pada akhirnya akan 

meningkatkan PAD. Peningkatan PAD 

diharapkan akan mampu memberi efek 

yang signifikan terhadap Belanja Modal 

oleh pemerintah begitu pula dengan Dana 

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

yang pemerintah pusat berikan kepada 

daerah. Seperti halnya PAD, Dana 

Alokasi Umum merupakan salah satu 

pembiayaan untuk Belanja Modal guna 

pengadaan sarana dan prasarana dalam 

rangka pemberian pelayanan publik yang 

baik dari pemerintah daerah kepada 

masyarakat.  

Fungsi Dana Alokasi Umum adalah 

sebagai faktor pemerataan kapasitas 

fiskal. Dana Alokasi Umum suatu daerah 

ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal 

(fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan 

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal 

need) dan potensi daerah (fiscal capacity). 

Alokasi Dana Umum bagi daerah dengan 

potensi fiskal yang besar tetapi kebutuhan 

fiskal yang kecil akan memperoleh Dana 

Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, 

daerah  yang memiliki potensi fiskal kecil 

tetapi kebutuhan fiskal besar akan 

memperoleh Dana Alokasi Umum relatif 

besar (Darise, 2008). Hal ini 

menyebabkan ketidakseimbangan fiskal 

dan besarnya kebutuhan pendanaan 

daerah sehingga dalam beberapa tahun 

berjalan proporsi untuk DAU masih besar.  

DAK berperan mengurangi biaya 

kegiatan–kegiatan khusus di daerah 

tertentu yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional, 

khususnya untuk membiayai kebutuhan 

sarana dan prasarana pelayanan dasar 

masyarakat yang belum mencapai standar 

atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan daerah.  Kegiatan khusus 

adalah kegiatan yang sulit dirumuskan 

dengan rumus alokasi umum karena 

kebutuhan setiap daerah berbeda.  

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Alokasi Khusus yang meningkat 

diharapkan memberikan peningkatan 

terhadap anggaran Belanja Modal 

sehingga pembangunan untuk sektor 

publik bisa lebih ditingkatkan lagi. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa: 

a. Pertumbuhan Ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal. Ditunjukkan dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,054 

dan nilai signifikansi sebesar 0,772. 

b. Pendapatan Asli Daerah ber-pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan 
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dengan angka koefisien regresi 

sebesar 0,578 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000. 

c. Dana Alokasi Umum tidak 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. 

Hal ini ditunjukkan dengan angka 

koefisien regresi -0,031 dan sig 

sebesar 0,593. 

d. Dana Alokasi Khusus berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan 

dengan angka koefisien regresi 

sebesar 0,393 dan sig 0,000. 

e. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum 

dan Dana Alokasi Khusus secara 

bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Belanja 

Modal. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai F lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (0,000<0,05). 

 

Saran  

Berdasar hasil pembahasan dan 

kesimpulan serta keterbatasan penelitian 

di atas maka peneliti mencoba 

memberikan saran sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

1) Untuk meningkatkan Belanja Modal 

maka pemerintah daerah diharapkan 

bisa terus menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah baik secara 

intensifikasi maupun ekstensifikasi 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah. 

2) Supaya memprioritaskan alokasi DAK 

dan belanja modal pada bidang-bidang 

yang langsung bersentuhan dengan 

kepentingan publik, seperti 

infrastruktur atau fasilitas-fasilitas 

yang dapat menambah pengalokasian 

belanja modal. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

untuk melakukan penelitian dengan 

ruang lingkup yang lebih luas 

contohnya seluruh Indonesia agar 

menunjukkan  hasil yang lebih 

representatif. 

2) Variabel yang digunakan dalam 

penelitian akan datang diharapkan 

lebih lengkap dan bervariasi dengan 

menambah variabel independen lain, 

contohnya jenis penerimaan 

pemerintah lainnya maupun variabel 

non keuangan seperti kebijakan 

pemerintah, kondisi makro ekonomi. 

3) Bagi peneliti berikutnya, data yang 

digunakan tidak terbatas pada nilai 

yang tercantum dalam realisasi APBD, 

sebaiknya menggunakan rasio yaitu 

perbandingan realisasi laporan 

anggaran dengan alokasi belanja tidak 

langsung. 
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